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Muara Teweh (Antaranews Kalteng)- Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyerahkan Dokumen 

Pelaksana Anggaran-Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) tahun anggaran 2019 

secara simbolis kepada 10 SOPD lingkungan pemerintah daerah setempat di halaman kantor 

bupati di Muara Teweh, Senin. 

Kesepuluh  SOPD yang menerima DPA adalah Sekretariat Daerah (Setda) yang diterima Sekda 

H Jainal Abidin, Dinas Pendidikan diterima Kadisdik  H Masdulhaq, Dinas Kesehatan diterima 

oleh Plt Kadiskes H Siswandoyo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diterima oleh 

Kadis PUPR H Fery Kusmiadi, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset (BPKA) diterima oleh Plt 

BPKA Jufriansyah. 

Kemudian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) diterima Kaban PPD H Aswadin 

Noor, Inspektorat diterima oleh H Elpi Epanop, Sekretariat DPRD diterima oleh Inriaty 

karawaheni, Dinas Nakertrans, Koperasi dan UKM diterima oleh Tenggara dan Kecamatan 

Teweh Tengah diterima oleh Camat Teweh tengah H Hery Jhon Setiawan.    

"Pada hari ini kita serahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SOPD tahun anggaran 2019 

lingkup Pemkab Barito Utara," kata Bupati Nadalsyah. 

Dalam DPA SOPD ini, tambah dia, termuat nilai nominal uang yang akan dibelanjakan untuk 

membiayai program dan kegiatan daerah yang menjadi target masing-masing perangkat daerah 

sesuai dengan rencana kerja dan prioritas pembangunan dan output serta kinerja yang harus 

dicapai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Nadalsyah. 

Menurut dia, penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun, dan menumpuk di akhir 

tahun menyebabkan pola penyerapan anggaran kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen 

kas serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak oprimal, hal ini agar menjadi 

perhatian seluruh SOPD. 

Diharapkan juga kepada semua perangkat daerah di lingkup Pemkab barito Utara agar anggaran 

yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efesien serta dapat membangun sinergi 

dan mencurahkan segala daya dan upaya untuk segera melaksanakan program kegiatan sejak awal 

tahun anggaran. 

"Masyarakat dapat merasakan manfaat progran-program yang telah kita laksanakan sesuai dengan 

harapan serta mampu memberikan efek terhadap perekonomian di daerah ini,” katanya. 
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Catatan: 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SOPD sebagai 

pengguna anggaran. 

Rancangan DPA-SOPD adalah rancangan yang berisi: 

1. Sasaran yang hendak dicapai 

2. Program dan kegiatan 

3. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut. 

4. Rencana penarikan dana tiap-tiap SOPD serta pendapatan yang diperkirakan. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala SOPD 

melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SOPD, terhitung paling lambat 3 

(tiga) hari setelah APBD ditetapkan. Kepala SOPD menyerahkan rancangan DPA-SOPD kepada 

PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja. 

PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SOPD dan Rancangan Anggaran Kas SOPD kemudian 

diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD kemudian melakukan 

verifikasi atas rancangan DPA-SOPD dan Rancangan Anggaran Kas tersebut bersama-sama 

dengan Kepala SOPD, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran APBD. 

Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SOPD dengan persetujuan 

Sekda dan pengesahan Rancangan Anggaran Kas SOPD dengan persetujuan PPKD. 

DPA-SOPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SOPD, Satuan Kerja Pengawasan 

Daerah, dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. 


